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BUPATI  BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 

TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU 

TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang 

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan 

bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen 

Kependudukan tidak dipungut biaya; 

  b. bahwa pemungutan retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil di Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu untuk 

dicabut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 



   

 

2  

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3679); 

  6. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014 

tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  

Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 

   

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 

TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA 

CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN 

SIPIL. 

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 10 Agustus 2016 

BUPATI BLORA, 

 

 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 10 Agustus 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA 

KEPALA DINAS KEHUTANAN, 

 

 

SUTIKNO SLAMET 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 9 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA 

TENGAH:(9/2016) 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 
 

 
A. KAIDAR ALI, SH. MH. 

                                   NIP. 19610103 198608 1 001 


